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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

SEKRETARIAT DPRD 

TAHUN ANGGARAN 2022 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan 

disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Adapun Standar Akuntansi 

Pemerintahan yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Khususnya Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Pada Peraturan tersebut, Laporan Keuangan terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 

Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Neraca, Laporan Arus Kas 

(LAK), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) dan Catatan atas Laporan Keuangan 

(CaLK), khusus untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak perlu membuat Laporan Arus Kas 

dan Laporan Perubahan SAL. 

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan  

Laporan keuangan Sekretaria DPRD Kota Bontang disusun untuk menyediakan informasi 

yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu 

periode pelaporan. Laporan keuangan Sekretariat DPRD Kota Bontang terutama digunakan 

untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah 

ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, dan membantu 

menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. 

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bontang adalah: 

1. Untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja 

keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi 

keputusan mengenai alokasi sumber daya. 

2. Untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk 

menunjukkan akuntabilitas Sekretariat DPRD Kota Bontang atas sumber daya yang dikelola. 

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan  

a) Undang - Undang dasar Republik Indonesia tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur 

keuangan negara; (khususnya pasal 23 ayat (1) : APBN sebagai wujud dari pengelolaan 
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keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara 

terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat); 

b) Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 

c) Undang - Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

d) Undang - Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

e) Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

f) Undang - Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah; 

g) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

h) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5165); 

i) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  

j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 

k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

l) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

keuangan Daerah (Lembaran Daerah kota Bontang Tahun 2013 Nomor 4); 

m) Peraturan Walikota Bontang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 

Kota Bontang; 

n) Peraturan Walikota Bontang Nomor 53 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 
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1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan  

 Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan disusun sebagai berikut: 

 Bab I Pendahuluan 

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 

1.3.  Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan  

 Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD  

2.1.  Ekonomi Makro/Ekonomi Regional 

2.2. Kebijakan Keuangan 

2.3.  Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD 

 Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD 

3.1.  Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan  

3.2.  Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah 

Ditetapkan 

 Bab IV  Kebijakan Akuntansi 

4.1.  Entitas Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah  

4.2.  Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan  

4.3.  Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan  

4.4.  Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam 

Standar Akuntansi Pemerintahan 

 Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan  

5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos Pelaporan Keuangan  

5.1.1 Pendapatan 

5.1.2  Belanja 

5.1.3  Beban 

5.1.4  Aset 

5.1.5  Kewajiban 

5.1.6  Ekuitas 

5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan 

penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan 

penerapan basis kas 

 Bab VI  Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan 

 Bab VII  Penutup 
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BAB II 

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN  
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 

 

2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional 

Kota Bontang merupakan salah satu karakteristik ekonomi yang sangat dominan peran 

sektor industri pengolahannya. Berdasarkan sektor-sektor potensial yang dapat memberikan 

kontribusi terhadap penerimaan pendapatan daerah. Sehingga kebijakan yang dirumuskan pada 

sektor pendapatan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. 

A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 

Kinerja perekonomian Kota Bontang secara umum dapat digambarkan oleh beberapa 

indikator, antara lain yang umumnya digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB). Pertumbuhan ekonomi Kota Bontang pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan 

sebesar 39,32 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 39,95 triliun rupiah pada tahun 2021 

atau mengalami kenaikan sebesar 1,60 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 

Peningkatan laju pertumbuhan pada tahun 2021 didorong oleh sektor lapangan 

usaha Industri Pengolahan yang tumbuh sebesar 1,62 persen dibanding tahun 2020. Sektor 

lapangan usaha Konstruksi meningkat sebesar 0,06 persen dan beberapa sektor mengalami 

pertumbuhan positif sehingga hal ini dapat menaikkan nilai pertumbuhan PDRB Kota 

Bontang. Tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan terbesar yaitu Jasa 

Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Informasi dan Komunikasi; dan Pengadaan Air, 

Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan pertumbuhan masing-masing 14,16 

persen, 5,92 persen, dan 3,93 persen. Dalam lingkup regional, PDRB Kota Bontang tahun 

2021 memberikan kontribusi sebesar 8,34 persen terhadap PDRB Provinsi Kalimantan 

Timur. 

Perusahaan yang mendominasi perkembangan ekonomi Kota Bontang yaitu PT. Badak 

NGL dan PT. Pupuk Kaltim Tbk. Perusahaan tersebut memberikan kontribusi positif bagi 

perekonomian Kota Bontang. Namun, beberapa sektor ekonomi seperti sektor Pertambangan 

dan Penggalian, dan Pengadaan Listrik dan Gas belum mampu mendorong pertumbuhan 

ekonomi positif Kota Bontang di tahun 2021. 

B. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021 

Secara ringkas gambaran indikator makro ekonomi Kota Bontang salah satunya Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) yang meliputi : 

1. Nilai PDRB Kota Bontang yang dihitung berdasarkan harga berlaku, pada tahun 2021 

tercatat sebesar Rp57,95 triliun atau meningkat sekitar Rp2,29 triliun apabila 

dibandingkan dengan PDRB pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan 
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nilai produksi yang sudah mulai membaik sejalan dengan sudah terkendalinya pandemi 

COVID-19.  

2. Nilai PDRB Kota Bontang berdasarkan harga konstan 2010, pertumbuhan ekonomi 

Kota Bontang mengalami laju pertumbuhan fluktuasi selama periode 2018-2021. 

Pertumbuhan ekonomi Kota Bontang mengalami penurunan hingga tahun 2020. 

Sedangkan pada tahun 2021 bernilai positif sebesar 1,60 persen, sejalan dengan 

pertumbuhan ekonomi tanpa migas yang mengalami peningkatan 3,84 persen. 

Peningkatan nilai riil PDRB Kota Bontang tahun 2021 dipengaruhi oleh lapangan 

usaha yang memberikan kontribusi positif dalam perekonomian Kota Bontang.  

3. Ditinjau berdasarkan grafik PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 

2010, PDRB Kota Bontang cenderung mengalami penurunan pada tahun 2018-2021. 

Meski begitu, neraca perdagangan Kota Bontang masih mengalami surplus dalam empat 

tahun terakhir. Perekonomian Kota Bontang pada tahun 2021 masih didominasi oleh 

Lapangan Usaha Industri Pengolahan yaitu sebesar 79,41 persen, diikuti Lapangan 

Usaha Konstruksi dengan peranan sebesar 6,49 persen, Lapangan Usaha Perdagangan 

Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan peranan sebesar          

3,31 persen, dan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan dengan peranan 

sebesar 1,66 persen.  

 

2.2.  Kebijakan Keuangan  

Kebijakan keuangan daerah harus dirumuskan secara tepat dan akurat berdasarkan 

analisis perkembangan ekonomi daerah. Selain itu, agar dana pembangunan dan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien, maka 

diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan arah kebijakan keuangan 

yang tepat, diharapkan kondisi keuangan daerah juga akan semakin kondusif untuk mendukung 

berbagai kegiatan pembangunan. Kebijakan keuangan daerah di Kota Bontang pada tahun 2022 

secara umum diarahkan: 

a) Menjamin ketersediaan dana untuk membiayai program dan kegiatan prioritas, melalui 

kebijakan pendapatan tahun 2022 yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi sumber 

pendapatan yang berkelanjutan, serta menumbuhkan iklim usaha dan investasi. 

b) Kebijakan belanja pada APBD Kota Bontang digunakan sepenuhnya untuk mendukung 

kebijakan dan program prioritas, sesuai dengan sasaran dan prioritas tahun 2022. 

c) Kebijakan pembiayaan tahun 2022 diarahkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan 

daerah melalui penguatan investasi Pemerintah Daerah. 

Sejalan dengan kebijakan umum keuangan daerah di atas, dalam rangka mendukung 

kapasitas fiskal daerah yang merupakan penopang strategis pelaksanaan program-program 

pembangunan daerah yang dirancang dalam RKPD tahun 2022, kebijakan keuangan daerah juga 
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harus mampu mengupayakan dan mendorong agar sumber-sumber non APBD dapat semakin 

ditingkatkan. Adapun sumber-sumber pendanaan dimaksud mencakup APBN, Hibah, dana 

kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social 

Responsibility (CSR). 

 

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD 

Indikator pencapaian target kinerja APBD Sekretariat DPRD Kota Bontang tahun 2022 

dapat dilihat dari besarnya jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dialokasikan 

pada Sekretariat DPRD Kota Bontang. Untuk pencapaian target kinerja pada Sekretariat DPRD 

dilakukan melalui kebijakan, program dan kegiatan sebagai berikut : 

 

Tabel II. 1 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD 

Sekretariat Kota Bontang Tahun Anggaran 2022 

No Program Anggaran 

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Rp 50.459.722.501,00 

2 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Rp 22.864.242.500,00 

Total Rp 73.323.965.001,00 

Jika dilihat dari target kinerja belanja daerah Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun 

Anggaran 2022 ialah : 

No Uraian Anggaran (Rp) 

 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
  

BELANJA DAERAH 
 
BELANJA OPERASI 
 
Belanja Pegawai 
 
Belanja Barang dan Jasa 
 
Jumlah Belanja Operasi 
 
BELANJA MODAL 
 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
 
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 
 
Belanja Modal Aset Lainnya 
 
Jumlah Belanja Modal 
 
JUMLAH BELANJA 

  
 
 
 

24.753.308.362,00 
 

45.832.773.464,00 
 

70.586.081.826,00 
 
 
 

2.417.883.175,00 
 

320.000.000,00 
 

0,00 
 

2.737.883.175,00 
 

73.323.965.001,00 
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Berdasarkan Program APBD Kota Bontang tahun anggaran 2022 yang tertuang dalam 

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, Sekretariat DPRD Kota Bontang mengelola 

anggaran Belanja Daerah sebesar Rp73.323.965.001,00 yang terdiri dari Belanja Operasi 

sebesar Rp70.586.081.826,00 dan Belanja Modal sebesar Rp2.737.883.175,00. Belanja tersebut 

dialokasikan untuk melaksanakan 2 Program, 17 Kegiatan dan 62 Sub Kegiatan.  
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BAB III 

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 

 

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 

Pada tahun anggaran 2022 anggaran belanja daerah yang dialokasikan kepada Sekretariat 

DPRD Kota Bontang setelah perubahan APBD adalah sebesar Rp73.323.965.001,00 dengan 

realisasi anggaran mencapai Rp63.207.871.707,00 atau 86,20 persen. 

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Sekretariat DPRD Kota Bontang selama 

tahun 2022 dapat dilihat secara ringkas pada tabel berikut ini: 

 

Tabel III. 1  
Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan 

Sekretariat DPRD Kota Bontang 

Tahun Anggaran 2022 

No Uraian Target Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %  Sisa Anggaran (Rp) 
 

BELANJA DAERAH   
      

1 BELANJA OPERASI   
      

 
Belanja Pegawai 
 
Belanja Barang dan Jasa  

24.753.308.362,00 
 

45.832.773.464,00 

24.003.089.757,00 
 

36.602.490.933,00 

96,97 
 

79,86 

750.218.605,00 
 

9.230.282.531,00 

 Jumlah Belanja 
Operasi 

70.586.081.826,00 60.605.580.690,00 85,86 9.980.501.136,00 

           

2 BELANJA MODAL         

 
Belanja Modal Peralatan 
dan Mesin 
  

2.417.883.175,00 2.321.858.737,00 96,03 96.024.438,00 

 

Belanja Modal Gedung 
dan Bangunan 
 
Belanja Modal Aset 
Lainnya  

 
320.000.000,00 

 
 

0,00 

 
280.432.280,00 

 
 

0,00 

 
87,64 

 
 

0,00 

 
39.567.720,00 

 
 

0,00 

 Jumlah Belanja 
Modal 
 

2.737.883.175,00 2.602.291.017,00 95,05 135.592.158,00 

3 JUMLAH BELANJA 
 

73.323.965.001,00 63.207.871.707,00 86,20 10.116.093.294,00 

Tabel di atas menunjukkan bahwa Realisasi Belanja Operasi yang diperuntukkan untuk 

belanja pegawai dan belanja barang dan jasa mencapai Rp60.605.580.690,00 atau 85,86 persen 

dari alokasi anggaran sebesar Rp70.586.081.826,00. Sedangkan Realisasi Belanja Modal tahun 

anggaran 2022 yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin; belanja modal gedung dan 

bangunan; dan belanja modal aset lainnya mencapai sebesar Rp2.602.291.017,00 atau 95,05 

persen dari alokasi anggaran sebesar Rp2.737.883.175,00. 
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Pada tahun 2022 Sekretariat DPRD melaksanakan 2 Program, 17 Kegiatan dan 62 Sub 

Kegiatan yang secara umum outputnya dapat direalisasikan dengan baik dengan serapan 

anggaran rata-rata 86,20 persen. Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan belanja operasi 

dan modal tahun 2022 berdasarkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan 

digambarkan pada tabel berikut ini: 

Tabel III. 2 
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan  

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022 

No Uraian Anggaran 2022 (Rp) Realisasi (Rp) % 

A. 

PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA 

50.119.622.508,00 45.396.808.745,00 90,58 

1 

Perencanaan, Penganggaran, 

dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

342.541.855,00 214.312.000,00 62,57 

 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah 
339.059.355,00 213.937.000,00 63,10 

 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD 

2.272.500,00 375.000,00 16,50 

 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.210.000,00 0,00 0,00 

2 
Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 
5.743.352.573,00 5.198.391.853,00 90,51 

 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.732.890.073,00 5.193.621.853,00 90,59 

 
Koordinasi dan Pelaksanaan 

Akuntansi SKPD 
2.272.500,00 2.272.500,00 100,00 

 
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD 
6.067.500,00 2.272.500,00 37,45 

 
Penyusunan Pelaporan dan Analisis 

Prognosis Realisasi Anggaran 
2.122.500,00 225.000,00 10,60 

3 
Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah 
2.134.835.000,00 1.840.703.190,00 86,22 

 
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 

Atribut Kelengkapannya 
547.315.000,00 534.436.100,00 97,65 

 
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan Fungsi 
1.490.410.000,00 1.299.667.090,00 87,20 

 
Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan 
97.110.000,00 6.600.000,00 6,80 
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No Uraian Anggaran 2022 (Rp) Realisasi (Rp) % 

4 
Administrasi Umum Perangkat 

Daerah 
8.159.536.613,00 7.744.682.988,00 94,92 

 
Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 
190.884.004,00 189.018.280,00 99,02 

 
Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 
2.518.001.709,00 2.504.857.480,00 99,48 

 
Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga 
105.220.900,00 47.563.860,00 45,20 

 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 847.986.446,00 590.901.145,00 69,68 

 
Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 
685.597.054,00 656.265.975,00 95,72 

 
Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan 
147.086.500,00 106.915.600,00 72,69 

 
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD 
3.664.760.000,00 3.649.160.648,00 99,57 

5 

Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

1.092.688.386,00 808.401.282,00 73,98 

 
Pengadaan Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 
0,00 0,00 0,00 

 
Pengadaan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 
720.542.000,00 467.300.000,00 64,85 

 Pengadaan Mebel 333.196.386,00 302.239.854,00 90,71 

 

Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya 

38.950.000,00 38.861.428,00 99,77 

6 
Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 
8.095.566.002,00 7.155.900.964,00 88,39 

 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18.000.000,00 13.000.000,00 72,22 

 
Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik 
1.602.410.000,00 1.108.724.718,00 69,19 

 
Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 
455.643.602,00 454.904.946,00 99,84 

 
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor 
6.019.512.400,00 5.579.271.300,00 92,69 

7 
Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 
5.115.570.713,00 4.107.728.165,00 80,30 



 

 

  

 

Sekretariat DPRD Kota Bontang  /  Laporan Keuangan Tahun 2022  11 

 

No Uraian Anggaran 2022 (Rp) Realisasi (Rp) % 

Pemerintahan Daerah 

 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan 

393.712.000,00 70.249.485,00 17,84 

 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

892.683.500,00 556.150.155,00 62,30 

 
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya 
1.660.350.213,00 1.564.454.733,00 94,22 

 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana 

dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

1.039.575.000,00 805.601.640,00 77,49 

 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana 

dan Prasarana Pendukung Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya 

1.129.250.000,00 1.111.272.152,00 98,41 

8 
Layanan Keuangan dan 

Kesejahteraan DPRD 
17.377.573.373,00 16.607.222.158,00 95,57 

 
Penyelenggaraan Administrasi 

Keuangan DPRD 
16.999.473.373,00 16.340.912.158,00 96,13 

 
Penyediaan Pakaian Dinas dan 

Atribut DPRD 
302.090.000,00 239.580.000,00 79,31 

 
Pelaksanaan Medical Check Up 

DPRD 
76.010.000,00 26.730.000,00 35,17 

9 Layanan Administrasi DPRD 2.057.957.993,00 1.719.466.145,00 83,55 

 
Penyelenggaraan Administrasi 

Keanggotaan DPRD 
44.743.500,00 16.200.000,00 36,21 

 
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi DPRD 
1.084.420.000,00 818.194.000,00 75,45 

 
Penyediaan Kebutuhan Rumah 

Tangga DPRD 
928.794.493,00 885.072.145,00 95,29 

II 

PROGRAM DUKUNGAN 

PELAKSANAAN TUGAS DAN 

FUNGSI DPRD 

23.508.576.600,00 20.104.887.357,00 85,52 

10 
Pembentukan Peraturan Daerah 

dan Peraturan DPRD 
2.303.261.250,00 2.055.482.250,00 89,24 
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No Uraian Anggaran 2022 (Rp) Realisasi (Rp) % 

 

Penyusunan dan Pembahasan 

Program Pembentukan Peraturan 

Daerah 

96.565.000,00 30.950.000,00 32,05 

 
Pembahasan Rancangan Peraturan 

Daerah 
322.806.250,00 319.692.250,00 99,04 

 
Penyelenggaraan Kajian Perundang-

Undangan 
12.650.000,00 0,00 0,00 

 

Fasilitasi Penyusunan 

Penjelasan/Keterangan dan/atau 

Naskah Akademik 

1.858.590.000,00 1.704.840.000,00 91,73 

 Penyusunan Tata Tertib DPRD 12.650.000,00 0,00 0,00 

11 
Pembahasan Kebijakan 

Anggaran 
266.285.000,00 172.279.000,00 64,70 

 Pembahasan KUA dan PPAS 96.765.000,00 21.937.500,00 22,67 

 Pembahasan APBD 64.940.000,00 63.037.000,00 97,07 

 Pembahasan APBD Perubahan 64.940.000,00 48.819.500,00 75,18 

 
Pembahasan Pertanggungjawaban 

APBD 
39.640.000,00 38.485.000,00 97,09 

12 
Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan 
157.533.750,00 59.090.500,00 37,51 

 
Pengawasan Urusan Pemerintahan 

bidang Pemerintahan dan Hukum 
15.812.500,00 4.620.000,00 29,22 

 
Pengawasan Urusan Pemerintahan 

Bidang Infrastruktur 
45.265.000,00 26.800.000,00 59,21 

 
Pengawasan Urusan Pemerintahan 

Bidang Kesejahteraan Rakyat 
31.625.000,00 11.280.000,00 35,67 

 
Pengawasan Urusan Pemerintahan 

Bidang Perekonomian 
31.625.000,00 7.200.000,00 22,77 

 
Pengawasan Urusan Pemerintahan 

Bidang Sumber Daya Alam 
15.812.500,00 6.028.000,00 38,12 

 

Pengawasan Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan Laporan Keuangan 

oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

4.743.750,00 0,00 0,00 

 Pengawasan Penggunaan Anggaran 12.650.000,00 3.162.500,00 25,00 

13 Peningkatan Kapasitas DPRD 8.645.542.500,00 8.110.397.750,00 93,81 

 Pendalaman Tugas DPRD 526.610.000,00 420.810.000,00 79,91 
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No Uraian Anggaran 2022 (Rp) Realisasi (Rp) % 

 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 6.850.650.000,00 6.621.000.000,00 96,65 

 
Penyediaan Kelompok Pakar dan 

Tim Ahli 
805.097.500,00 605.864.750,00 75,25 

 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 463.185.000,00 462.723.000,00 99,90 

14 
Penyerapan dan Penghimpunan 

Aspirasi Masyarakat 
1.998.804.100,00 1.072.856.575,00 53,67 

 
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran 

DPRD 
9.487.500,00 4.042.500,00 42,61 

 Pelaksanaan Reses 1.989.316.600,00 1.068.814.075,00 53,73 

15 
Pelaksanaan dan Pengawasan 

Kode Etik DPRD 
2.530.000,00 0,00 0,00 

 Pengawasan Kode Etik DPRD 2.530.000,00 0,00 0,00 

16 
Pembahasan Kerja Sama 

Daerah 
25.300.000,00 8.222.500,00 32,50 

 
Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi 

Persetujuan Kerjasama Daerah 
9.487.500,00 1.897.500,00 20,00 

 
Penyusunan Bahan Komunikasi dan 

Publikasi 
15.812.500,00 6.325.000,00 40,00 

17 Fasilitasi Tugas DPRD 10.109.320.000,00 8.626.558.782,00 85,33 

 
Koordinasi dan Konsultasi 

Pelaksanaan Tugas DPRD 
10.109.320.000,00 8.626.558.782,00 85,33 

JUMLAH 50.119.622.508,00 45.396.808.745,00 90,58 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa Realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan 

tahun 2022, terdapat 13 kegiatan yang terdiri atas 44 sub kegiatan yang realisasi anggarannya 

kurang dari 90 persen. Sebagian diantaranya disebabkan oleh adanya efisiensi dari kegiatan yang 

telah dilaksanakan. 

 

3.2. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan 

Dalam pencapaian target kinerja keuangan sebagaimana dijelaskan pada bagian 

sebelumnya, terjadi efisiensi pada beberapa pos belanja, sehingga pencapaian target tidak 

mencapai 100%. 

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara 

lain, masih adanya kegiatan yang belum didukung dengan perencanaan anggaran dan 

penyusunan jadwal pelaksanaan yang memadai.  
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BAB IV 

KEBIJAKAN AKUNTANSI 

 

4.1. Entitas Akuntansi 

Entitas akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh 

karenanya diwajibkan menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk 

digabungkan pada entitas pelaporan. Sebagai satuan kerja pengguna anggaran/pengguna 

barang, Sekretariat DPRD Kota Bontang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan 

menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah 

sebagai entitas pelaporan. 

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan  

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan 

Sekretariat DPRD Kota Bontang tahun anggaran 2022 adalah basis akrual untuk pengakuan 

pendapatan-LO dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas serta Basis kas 

untuk pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan. 

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan  

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap 

pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai 

perolehan historis.  

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan 

untuk memperoleh aset tersebut. Sedangkan Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. 

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang 

menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang 

rupiah. 

Basis pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan Sekretariat DPRD Kota 

Bontang adalah sebagai berikut: 

1. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan 

penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan 

pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) 

bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih 

dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Dalam hal 

Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan 

perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah. Pendapatan LRA 
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dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah 

Bank Indonesia. 

2. Belanja diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto sesuai dengan realisasi pengeluaran kas 

atau sesuai dengan dokumen pengeluaran yang sah. Belanja diukur dan dicatat berdasarkan 

nilai perolehan. 

3. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan 

penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan 

pengeluaran). Penerimaan pembiayaan dilaksanakan sebesar kas yang telah diterima 

sedangkan Pengeluaran pembiayaan sebesar kas yang dikeluarkan. 

4.  Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan 

pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan 

pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat 

variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu 

dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Dalam hal badan 

layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang 

mengatur mengenai badan layanan umum. 

5.  Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Beban 

dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan 

pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (line item). Beban 

penyusutan/amortisasi dilakukan dengan Metode garis lurus (straight line method). 

6. Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal.  Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai 

rupiahnya.  Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah 

menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. 

7. Persediaan disajikan sebesar : 

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; 

b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; 

c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. 

  Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. 

Persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir. Barang persediaan yang 

memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis, diakui sebagai barang 

cetakan dan dinilai sebesar biaya perolehan terakhir. Harga pokok produksi persediaan, 

meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak 

langsung yang dialokasikan secara sistematis. Persediaan hewan dan tanaman yang 

dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan 
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meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan 

berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction). 

8.  Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods). Penghitungan 

beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional. Dalam hal 

persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung 

berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian 

yang digunakan. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang sifatnya terus menerus 

dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat – obatan. Dalam hal persediaan dicatat 

secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi 

fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan 

persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan 

metode penilaian yang digunakan. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang 

penggunaannya sulit di identifikasi, seperti alat tulis kantor. 

9. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan 

menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada 

nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang 

dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada 

saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang 

siap untuk dipergunakan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau 

konstruksinya, ditambah pengeluaran – pengeluaran lainnya yang dapat diatribusikan secara 

langsung ke dalam aset tersebut ke kondisi siap untuk digunakan. Biaya administrasi dan 

biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya 

tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau 

membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-

produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk 

membawa aset ke kondisi kerjanya. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari 

harga pembelian. 

10. Aset tidak berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak 

mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa 

atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.  Contoh aset 

tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, biaya riset dan pengembangan yang 

memberikan manfaat jangka panjang. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui 

pembelian atau dapat dikembangkan sendiri olah Pemerintah Kota Bontang. Aset tidak 

berwujud dinilai sebesar nilai perolehan yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah 

daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan 

mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang 
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melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah 

tersebut. Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud 

yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak 

berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya (masa 

manfaat untuk aset tidak berwujud selama 5 tahun). Amortisasi dapat dilakukan dengan 

metode garis lurus. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola 

konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Amortisasi dilakukan 

setiap akhir periode akuntansi. 

11. Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut 

dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah 

menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara. Penggunaan nilai nominal 

dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti 

karakteristiknya 

12. Ekuitas disajikan sebesar selisih antara aset dan kewajiban. Saldo ekuitas di Neraca berasal 

dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. 

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam 

Standar Akuntansi Pemerintahan 

Proses penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bontang berpedoman pada 

Peraturan Walikota Bontang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 

Daerah yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan tahun 2015 di 

lingkungan pemerintah Kota Bontang telah menenerapkan standar akuntansi pemerintahan 

berbasis akrual sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah, sehingga kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan, mulai diterapkan pada Penyusunan 

Laporan Keuangan tahun anggaran 2022.   
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BAB V 

 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN  

 

5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos Pelaporan Keuangan 

Bagian ini membahas secara rinci mengenai akun-akun yang terdapat pada laporan 

keuangan yang terdiri dari Pendapatan-LRA, Belanja, Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban 

dan Ekuitas. Selain itu menjelaskan pula mengenai posisi perubahan ekuitas tahun anggaran 

2022. Penjelasan atas akun-akun tersebut didasarkan pada urutan penyajian laporan dalam 

Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2022. 

5.1.1.  Pendapatan-LRA 

Pendapatan - LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah yang menambah 

Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak 

Pemerintah Kota Bontang, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kota Bontang. 

Saldo akun-akun pendapatan-LRA sampai dengan 31 Desember 2022 adalah NIHIL. Hal 

ini dikarenakan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kota Bontang tidak 

mengelola anggaran pendapatan daerah. 

5.1.2.  Belanja 

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi 

Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh 

pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kota Bontang. 

Rincian mengenai alokasi Belanja Daerah dan realisasi pengeluaran yang telah dilakukan 

baik melalui Kas Daerah maupun Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Bontang adalah 

sebagai berikut:  

Tabel V. 1 Alokasi Belanja Daerah dan Realisasi  

Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2022 

No Uraian Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % 
 

BELANJA       

1 BELANJA OPERASI 70.586.081.826,00 60.605.580.690,00 85,86 

 Belanja Pegawai 24.753.308.362,00 24.003.089.757,00 96,97 

 
Belanja Barang dan Jasa 

45.83 
2.773.464,00 

36.602.490.933,00 79,86 

2 BELANJA MODAL 2.737.883.175,00 2.602.291.017,00 95,05 

 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.417.883.175,00 2.321.858.737,00 96,03 

 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 320.000.000,00 280.432.280,00 87,64 

 Belanja Modal Aset Lainnya 0,00 0,00 0,00 
 

JUMLAH BELANJA 73.323.965.001,00 63.207.871.707,00 86,20 
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Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp63.207.871.707,00 atau 

86,20 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp73.323.965.001,00 terdiri dari: 

a. Belanja Operasi, terealisasi sebesar Rp60.605.580.690,00 atau 85,86 persen dari anggaran 

yang ditetapkan sebesar Rp70.586.081.826,00. 

b. Belanja Modal, terealisasi sebesar Rp2.602.291.017,00 atau 95,05 persen dari anggaran 

yang ditetapkan sebesar Rp2.737.883.175,00. 

5.1.2.1 Belanja Operasi 

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah 

Kota Bontang yang memberi manfaat jangka pendek. Pos Belanja Operasi terdiri dari: 

Tabel V. 2 Belanja Operasi Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun 2022 

No Uraian Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % 

 BELANJA       

1 BELANJA OPERASI       

 Belanja Pegawai 24.753.308.362,00 24.003.089.757,00 96,97 

 Belanja Barang dan Jasa 45.832.773.464,00 36.602.490.933,00 79,86 

2 Jumlah Belanja Operasi 70.586.081.826,00 60.605.580.690,00 85,86 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pengeluaran tahun 2022 

untuk belanja operasi adalah sebesar Rp60.605.580.690,00 terdiri dari pos belanja pegawai 

sebesar Rp24.003.089.757,00 dan pos belanja barang dan jasa sebesar 

Rp36.602.490.933,00. 

Berikut penjelasan ringkas mengenai realisasi belanja operasi tahun 2022. 

1. Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp24.753.308.362,00 atau 96,97 persen dari 

anggaran yang ditetapkan sebesar Rp24.003.089.757,00. Realisasi belanja pegawai 

digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN; Tambahan Penghasilan ASN; 

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN; Gaji dan 

Tunjangan DPRD; dan Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD. Realisasi ini Rincian realisasi 

Belanja Pegawai tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut: 
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Tabel V. 3 Realisasi Belanja Pegawai  

Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2022 
 

No Uraian Anggaran 2022 (Rp) 
Realisasi 2022 

(Rp) % 

1 Belanja Gaji Pokok PNS 1.690.310.872,00 1.497.956.751,00 88,62 

2 
Belanja Tunjangan Keluarga 
PNS 

185.425.316,00 166.790.367,00 89,95 

3 
Belanja Tunjangan Jabatan 
PNS 

142.572.365,00 126.630.000,00 88,82 

4 
Belanja Tunjangan 

Fungsional PNS 
22.944.000,00 20.844.000,00 90,85 

5 
Belanja Tunjangan 
Fungsional Umum PNS 

66.122.818,00 57.250.000,00 86,58 

6 Belanja Tunjangan Beras PNS 116.903.434,00 103.633.020,00 88,65 

7 
Belanja Tunjangan PPh/ 
Tunjangan Khusus PNS 

15.732,00 0,00 0,00 

8 Belanja Pembulatan Gaji PNS 26.931,00 23.165,00 86,02 

9 
Belanja Iuran Jaminan 
Kesehatan PNS 

179.044.493,00 159.584.677,00 89,13 

10 
Belanja Iuran Jaminan 
Kecelakaan Kerja PNS 

3.542.634,00 3.088.719,00 87,19 

11 
Belanja Iuran Jaminan 
Kematian PNS 

10.628.032,00 9.266.299,00 87,19 

12 
Tambahan Penghasilan 
berdasarkan Beban Kerja PNS 

1.472.491.421,00 1.295.056.620,00 87,95 

13 
Tambahan Penghasilan 
berdasarkan Tempat 
Bertugas PNS 

202.288.860,00 180.926.787,00 87,95 

14 
Tambahan Penghasilan 
berdasarkan Prestasi Kerja 
PNS 

1.908.035.943,00 1.726.763.464,00 90,50 

15 
Belanja Honorarium 
Penanggungjawaban 
Pengelola Keuangan 

108.507.585,00 99.570.000,00 91,76 

16 
Belanja Honorarium 
Pengadaan Barang/Jasa 

21.760.000,00 20.400.000,00 93,75 

17 
Belanja Uang Representasi 
DPRD 

561.540.000,00 561.540.000,00 100,00 

18 
Belanja Tunjangan Keluarga 
DPRD 

70.000.000,00 69.589.800,00 99,41 

19 
Belanja Tunjangan Beras 
DPRD 

96.000.000,00 89.221.440,00 92,94 

20 Belanja Uang Paket DPRD 48.132.000,00 48.132.000,00 100,00 

21 
Belanja Tunjangan Jabatan 
DPRD 

814.233.000,00 814.233.000,00 100,00 

22 
Belanja Tunjangan Alat 
Kelengkapan DPRD 

91.200.000,00 83.676.600,00 91,75 

23 
Belanja Tunjangan Alat 
Kelengkapan Lainnya DPRD 

24.000.000,00 0,00 0,00 

24 
Belanja Tunjangan 
Komunikasi Intensif Pimpinan 
dan Anggota DPRD 

4.410.000.000,00 4.410.000.000,00 100,00 

25 
Belanja Tunjangan Reses 
DPRD 

1.102.500.000,00 1.102.500.000,00 100,00 
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No Uraian Anggaran 2022 (Rp) 
Realisasi 2022 

(Rp) % 

26 
Belanja Pembebanan PPh 
kepada Pimpinan dan 
Anggota DPRD 

3.102.926,00 0,00 0,00 

27 
Belanja Jaminan Kesehatan 
DPRD 

72.000.000,00 47.778.066,00 66,13 

28 
Belanja Jaminan Kecelakaan 
Kerja DPRD 

1.200.000,00 1.155.168,00 96,26 

29 
Belanja Jaminan Kematian 
DPRD 

3.600.000,00 3.465.504,00 96,26 

30 
Belanja Tunjangan 
Perumahan DPRD 

6.252.000.000,00 6.252.000.000,00 100,00 

31 
Belanja Tunjangan 
Transportasi DPRD 

4.754.400.000,00 4.754.400.000,00 100,00 

32 
Belanja Uang Jasa 
Pengabdian DPRD 

6.300.000,00 0,00 0,00 

33 
Belanja Dana Operasional 
Pimpinan DPRD 

312.480.000,00 312.480.000,00 100,00 

 Jumlah Belanja Pegawai 24.753.308.362,00 24.003.089.757,00 96,97 

 

2. Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2022 sebesar 

Rp38.670.625.412,00 atau 85,48 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar 

Rp45.241.754.395,00 Realisasi pos belanja ini terutama digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan Belanja Barang Pakai Habis; Belanja Jasa Kantor; Belanja Iuran 

Jaminan/Asuransi; Belanja Sewa Peralatan dan Mesin; Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi; 

Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi; Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan 

Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin; 

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan 

Irigasi; dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Pengeluaran belanja barang dan jasa 

ini melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kota 

Bontang selama tahun 2022. 

Rincian pos Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel V. 4 Realisasi Belanja Barang dan Jasa 

Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2022 

No Uraian Anggaran 2022 (Rp) 
Realisasi 2022 

(Rp) % 

1 
Belanja Bahan-Bahan Bakar 
dan Pelumas 

424.055.500,00 403.860.750,00 95,24 

2 
Belanja Bahan-Isi Tabung 
Gas 

10.285.000,00 0,00 0,00 

3 
Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor-Alat Tulis 

Kantor 

169.597.787,00 126.628.808,00 74,66 

4 
Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Kertas dan 
Cover 

78.520.026,00 77.666.150,00 98,91 
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No Uraian Anggaran 2022 (Rp) 
Realisasi 2022 

(Rp) % 

5 
Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Bahan 
Cetak 

736.461.808,00 595.812.084,00 80,90 

6 
Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor-Benda Pos 

19.500.000,00 19.500.000,00 100,00 

7 
Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor-Bahan 
Komputer 

301.975.836,00 256.838.720,00 85,05 

8 
Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor-Perabot 
Kantor 

295.736.862,00 262.396.008,00 88,73 

9 
Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor-Alat Listrik 

136.787.005,00 132.167.177,00 96,62 

10 
Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- 
Suvenir/Cendera Mata 

224.749.973,00 166.662.860,00 74,15 

11 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor-Alat/Bahan 
untuk Kegiatan Kantor 
Lainnya 

27.500.000,00 27.472.500,00 99,90 

12 
Belanja Natura dan Pakan-
Natura 

1.087.346.746,00 1.017.649.701,00 93,59 

13 
Belanja Makanan dan 
Minuman Rapat 

2.310.537.750,00 1.703.531.500,00 73,73 

14 
Belanja Makanan dan 
Minuman Jamuan Tamu 

102.657.500,00 53.212.500,00 51,83 

15 
Belanja Makanan dan 
Minuman Aktivitas Lapangan 

1.883.980.000,00 1.598.919.860,00 84,87 

16 
Belanja Pakaian Dinas dan 
Atribut Pimpinan dan 
Anggota DPRD 

300.000.000,00 239.760.000,00 79,92 

17 
Belanja Pakaian Dinas Harian 
(PDH) 

351.140.000,00 329.027.634,00 93,70 

18 
Belanja Pakaian Dinas 
Lapangan (PDL) 

68.530.000,00 67.655.610,00 98,72 

19 Belanja Pakaian KORPRI 31.701.600,00 31.688.000,00 99,96 

20 Belanja Pakaian Adat Daerah 80.000.000,00 79.032.000,00 98,79 

21 
Belanja Pakaian Batik 
Tradisional 

132.513.805,00 120.417.000,00 90,87 

22 Belanja Pakaian Olahraga 30.303.000,00 30.160.000,00 99,53 

23 
Honorarium Narasumber 
atau Pembahas, Moderator, 
Pembawa Acara, dan Panitia 

239.250.000,00 57.900.000,00 24,20 

24 
Belanja Jasa Tenaga 
Administrasi 

3.215.600.000,00 2.974.500.000,00 92,50 

25 Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.008.000.000,00 957.991.992,00 95,04 

26 
Belanja Jasa Tenaga 
Kebersihan 

2.175.000.000,00 1.834.996.708,00 84,37 

27 
Belanja Jasa Tenaga 
Keamanan 

1.230.850.340,00 1.114.428.900,00 90,54 

28 Belanja Jasa Tenaga Supir 111.600.000,00 98.400.000,00 88,17 
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No Uraian Anggaran 2022 (Rp) 
Realisasi 2022 

(Rp) % 

29 Belanja Jasa Tata Rias 4.995.000,00 2.497.500,00 50,00 

30 
Belanja Jasa Pemasangan 
Instalasi Telepon, Air, dan 
Listrik 

11.000.000,00 10.944.822,00 99,50 

31 
Belanja Jasa Kontribusi 
Asosiasi 

5.500.000,00 1.000.000,00 18,18 

32 
Belanja Jasa Pembersihan, 
Pengendalian Hama, dan 
Fumigasi 

62.700.000,00 62.267.670,00 99,31 

33 
Belanja Jasa Iklan/Reklame, 
Film, dan Pemotretan 

3.459.350.000,00 2.883.371.000,00 83,35 

34 Belanja Tagihan Air 72.000.000,00 57.935.255,00 80,47 

35 Belanja Tagihan Listrik 936.000.000,00 931.759.185,00 99,55 

36 
Belanja Langganan 
Jurnal/Surat Kabar/Majalah 

128.282.000,00 40.899.060,00 31,88 

37 
Belanja 
Kawat/Faksimili/Internet/TV 
Berlangganan 

388.000.000,00 374.593.284,00 96,54 

38 Belanja Paket/Pengiriman 5.000.000,00 0,00 0,00 

39 
Belanja 
Registrasi/Keanggotaan 

25.000.000,00 20.000.000,00 80,00 

40 
Belanja Pembayaran Pajak, 
Bea, dan Perizinan 

74.500.000,00 41.334.700,00 55,48 

41 Belanja Medical Check Up 75.000.000,00 9.200.000,00 12,27 

42 
Belanja Iuran Jaminan 
Kesehatan bagi Non ASN 

144.080.000,00 142.272.847,00 98,75 

43 
Belanja Iuran Jaminan 
Kecelakaan Kerja bagi Non 
ASN 

5.529.600,00 5.289.600,00 95,66 

44 
Belanja Iuran Jaminan 
Kematian bagi Non ASN 

6.912.000,00 6.612.000,00 95,66 

45 
Belanja Sewa Alat Rumah 
Tangga Lainnya (Home Use) 

132.912.000,00 26.726.580,00 20,11 

46 
Belanja Sewa Peralatan 
Studio Audio 

178.710.000,00 62.770.500,00 35,12 

47 
Belanja Sewa Alat 
Pendukung Pencarian 

163.575.000,00 30.407.895,00 18,59 

48 
Belanja Sewa Barang 
Bercorak Kesenian Lainnya 

66.045.000,00 65.306.850,00 98,88 

49 
Belanja Sewa Alat Bercorak 
Kebudayaan Lainnya 

7.215.000,00 3.607.500,00 50,00 

50 
Belanja Jasa Konsultansi 
Perencanaan Arsitektur-Jasa 
Desain Interior 

87.000.000,00 86.674.350,00 99,63 

51 
Belanja Jasa Konsultansi 
Perencanaan Arsitektur-Jasa 
Arsitektur Lainnya 

37.000.000,00 36.913.050,00 99,77 

52 

Belanja Jasa Konsultansi 
Pengawasan Rekayasa-Jasa 

Pengawas Pekerjaan 
Konstruksi Bangunan 
Gedung 

60.000.000,00 59.889.162,00 99,82 
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No Uraian Anggaran 2022 (Rp) 
Realisasi 2022 

(Rp) % 

53 
Belanja Jasa Konsultansi 
Berorientasi Layanan-Jasa 
Khusus 

1.000.000.000,00 0,00 0,00 

54 
Belanja Kursus 
Singkat/Pelatihan 

1.470.000.000,00 1.209.400.000,00 82,27 

55 
Belanja Pemeliharaan Alat 
Besar-Alat Bantu- Electric 
Generating Set 

77.600.000,00 63.250.041,00 81,51 

56 

Belanja Pemeliharaan Alat 
Angkutan-Alat Angkutan 
Darat Bermotor-Kendaraan 
Dinas Bermotor Perorangan 

361.090.000,00 349.729.143,00 96,85 

57 

Belanja Pemeliharaan Alat 
Angkutan-Alat Angkutan 
Darat Bermotor-Kendaraan 
Bermotor Beroda Dua 

40.000.000,00 33.702.930,00 84,26 

58 

Belanja Pemeliharaan Alat 
Kantor dan Rumah Tangga-
Alat Kantor-Alat Kantor 
Lainnya 

78.000.000,00 68.202.840,00 87,44 

59 

Belanja Pemeliharaan Alat 
Kantor dan Rumah Tangga-
Alat Rumah Tangga-Alat 
Pendingin 

199.880.000,00 199.094.040,00 99,61 

60 

Belanja Pemeliharaan Alat 
Studio, Komunikasi, dan 
Pemancar-Alat Studio- 
Peralatan Studio Audio 

26.000.000,00 25.824.150,00 99,32 

61 
Belanja Pemeliharaan 
Komputer-Komputer Unit-
Personal Computer 

50.238.600,00 39.255.150,00 78,14 

62 

Belanja Pemeliharaan 
Komputer-Peralatan 
Komputer-Peralatan 
Komputer Lainnya 

25.274.700,00 25.194.780,00 99,68 

63 
Belanja Pemeliharaan Alat 
Besar-Alat Bantu- Electric 
Generating Set 

77.600.000,00 63.250.041,00 81,51 

64 

Belanja Pemeliharaan Alat 
Angkutan-Alat Angkutan 

Darat Bermotor-Kendaraan 
Dinas Bermotor Perorangan 

361.090.000,00 349.729.143,00 96,85 

65 

Belanja Pemeliharaan Alat 
Angkutan-Alat Angkutan 
Darat Bermotor-Kendaraan 
Bermotor Beroda Dua 

40.000.000,00 33.702.930,00 84,26 

66 

Belanja Pemeliharaan Alat 
Kantor dan Rumah Tangga-
Alat Kantor-Alat Kantor 
Lainnya 

78.000.000,00 68.202.840,00 87,44 

67 

Belanja Pemeliharaan Alat 
Kantor dan Rumah Tangga-
Alat Rumah Tangga-Alat 
Pendingin 

199.880.000,00 199.094.040,00 99,61 

68 

Belanja Pemeliharaan Alat 
Studio, Komunikasi, dan 
Pemancar-Alat Studio- 
Peralatan Studio Audio 

26.000.000,00 25.824.150,00 99,32 
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No Uraian Anggaran 2022 (Rp) 
Realisasi 2022 

(Rp) % 

69 
Belanja Pemeliharaan 
Komputer-Komputer Unit-
Personal Computer 

50.238.600,00 39.255.150,00 78,14 

70 

Belanja Pemeliharaan 
Komputer-Peralatan 
Komputer-Peralatan 
Komputer Lainnya 

25.274.700,00 25.194.780,00 99,68 

71 

Belanja Pemeliharaan 
Bangunan Gedung- 
Bangunan Gedung Tempat 
Kerja-Bangunan Gedung 

Kantor 

1.133.587.138,00 1.099.749.726,00 97,02 

72 

Belanja Pemeliharaan 
Bangunan Gedung- 
Bangunan Gedung Tempat 
Kerja-Bangunan Gedung 
Tempat Kerja Lainnya 

100.000.000,00 99.670.896,00 99,67 

73 
Belanja Pemeliharaan Jalan 
dan Jembatan- Jalan-Jalan 
Kota 

54.532.888,00 53.013.600,00 97,21 

74 

Belanja Pemeliharaan 
Instalasi-Instalasi Air 
Bersih/Air Baku-Instalasi Air 
Bersih/Air Baku Lainnya 

27.500.000,00 0,00 0,00 

75 

Belanja Pemeliharaan 

Jaringan-Jaringan Listrik-
Jaringan Listrik Lainnya 

66.600.000,00 66.300.300,00 99,55 

76 
Belanja Perjalanan Dinas 
Biasa 

14.901.984.000,00 13.929.554.065,00 93,47 

77 
Belanja Perjalanan Dinas 
Biasa-Luar Negeri 

3.300.000.000,00 0,00 0,00 

 
Jumlah Belanja Barang 

dan Jasa 
45.241.754.395,00 38.670.625.412,00 85,48 

 

5.1.2.2 Belanja Modal 

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset 

lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.  

Realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2022 sebesar Rp2.602.291.017,00 atau 

95,05 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.737.883.175,00. Rincian realisasi 

belanja modal tahun 2022 adalah sebagai berikut: 

 

Tabel V. 5 Realisasi Belanja Modal  

Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2022 
 

No Uraian Anggaran 2022 (Rp) 
Realisasi 2022 

(Rp) % 

1 
Belanja Modal Electric 

Generating Set 
200.000.000,00 199.999.800,00 100,00 

2 
Belanja Modal Kendaraan 
Bermotor Beroda Dua 

27.272.727,00 18.700.000,00 68,57 
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No Uraian Anggaran 2022 (Rp) 
Realisasi 2022 

(Rp) % 

3 
Belanja Modal Alat Penyimpan 
Perlengkapan Kantor 

55.500.000,00 55.180.653,00 99,42 

4 Belanja Modal Mebel 576.017.347,00 570.904.611,00 99,11 

5 Belanja Modal Alat Pendingin 14.430.000,00 14.430.000,00 100,00 

6 Belanja Modal Alat Dapur 61.663.310,00 54.405.300,00 88,23 

7 
Belanja Modal Alat Rumah 
Tangga Lainnya (Home Use) 

572.867.282,00 534.632.752,00 93,33 

8 
Belanja Modal Kursi Rapat 
Pejabat 

158.580.180,00 158.351.490,00 99,86 

9 
Belanja Modal Peralatan Studio 
Audio 

200.000.000,00 199.835.298,00 99,92 

10 
Belanja Modal Peralatan Studio 
Video dan Film 

19.379.460,00 18.617.919,00 96,07 

11 
Belanja Modal Alat Komunikasi 
Telephone 

19.425.000,00 19.425.000,00 100,00 

12 
Belanja Modal Personal 
Computer 

311.300.000,00 291.186.300,00 93,54 

13 
Belanja Modal Peralatan Mini 
Computer 

9.248.181,00 9.236.277,00 99,87 

14 
Belanja Modal Peralatan 
Personal Computer 

63.998.438,00 58.787.087,00 91,86 

15 
Belanja Modal Peralatan 

Komputer Lainnya 
28.201.250,00 28.166.250,00 99,88 

16 Belanja Modal Peralatan Senam 100.000.000,00 90.000.000,00 90,00 

17 
Belanja Modal Bangunan 
Gedung Kantor 

188.000.000,00 186.932.280,00 99,43 

18 
Belanja Modal Bangunan 
Gedung 
Pertokoan/Koperasi/Pasar 

132.000.000,00 93.500.000,00 70,83 

 Jumlah Belanja Modal 2.737.883.175,00 2.602.291.017,00 95,05 

 

5.1.3.  Beban 

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan 

yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya 

kewajiban.  

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke 

pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan 

rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah daerah.  

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak 

didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional 

pemerintah. Sedangkan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada 

saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. 

Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi. 



 

 

  

 

Sekretariat DPRD Kota Bontang  /  Laporan Keuangan Tahun 2022  27 

 

Selama tahun 2022 Beban Sekretariat DPRD Kota Bontang adalah sebesar Rp67.069.667.753,00 

terdiri dari: 

Tabel V. 6 Beban Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2022 
 

No Uraian Jumlah (Rp) 

1 Beban Pegawai 24.017.482.028,00 

2 Beban Persediaan 3.651.172.389,00 

3 Beban Jasa 16.987.619.904,00 

4 Beban Pemeliharaan 1.964.959.161,00 

5 Beban Perjalanan Dinas 13.929.554.065,00 

6 Beban Penyusutan 6,518,880,206.00 

Total  67.069.667.753,00  

Berikut ini akan diuraikan penjelasan ringkas mengenai Beban tahun 2022 sebagai 

berikut: 

a) Beban Pegawai 

Beban pegawai Sekretariat DPRD Kota Bontang pada tahun 2022 adalah sebesar                

Rp24.017.482.028,00 yang terdiri dari beban Gaji dan Tunjangan PNS; Tunjangan Tambahan 

Penghasilan PNS; Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya PNS; 

Gaji dan Tunjangan DPRD; dan Penerimaan Dana Operasional Pimpinan DPRD. 

Tabel V. 7 Beban Pegawai Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2022 
 

No Uraian Jumlah (Rp) 

1 Gaji Pokok PNS - LO 1.497.956.751,00 

2 Tunjangan Keluarga PNS - LO 166.790.367,00 

3 Tunjangan Jabatan PNS - LO 126.630.000,00 

4 Tunjangan Fungsiona PNS - LO 20.844.000,00 

5 Tunjangan Fungsional Umum PNS - LO 57.250.000,00 

6 Tunjangan Beras PNS - LO 103.633.020,00 

7 Pembulatan Gaji PNS - LO 23.165,00 

8 Iuran Jaminan Kesehatan PNS – LO 160.418.270,00 

9 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS – LO 3.088.719,00 

10 Iuran Jaminan Kematian PNS – LO 9.266.299,00 

11 
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 
PNS - LO 

1.304.026.981,00 

12 
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat 
Bertugas PNS - LO 

182.474.381,00 

13 
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja 

PNS – LO 
1.743.344.187,00 

14 Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan – LO 90.110.000,00 

15 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa – LO 16.320.000,00 

16 Uang Representasi DPRD – LO 561.540.000,00 

17 Tunjangan Keluarga DPRD – LO 69.589.800,00 

18 Tunjangan Beras DPRD – LO 89.221.440,00 
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19 Uang Paket DPRD – LO 48.132.000,00 

20 Tunjangan Jabatan DPRD – LO 814.233.000,00 

21 Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD – LO 83.676.600,00 

22 
Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota 

DPRD – LO 
4.410.000.000,00 

23 Tunjangan Reses DPRD – LO 1.087.800.000,00 

24 Beban Jaminan Kesehatan DPRD – LO 47.612.376,00 

25 Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD - LO 1.155.168,00 

26 Beban Jaminan Kematian DPRD – LO 3.465.504,00 

27 Tunjangan Perumahan DPRD – LO 6.252.000.000,00 

28 Tunjangan Transportasi DPRD – LO  4.754.400.000,00 

29 Dana Operasional Pimpinan DPRD - LO 312.480.000,00 

Total Beban Pegawai 24.017.482.028,00 

b) Beban Persediaan 

Beban persediaan Sekretariat DPRD Kota Bontang pada tahun 2022 adalah sebesar             

Rp3.651.172.389,00 terdiri dari : 

Tabel V. 8 Beban Persediaan Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2022 

No Uraian Jumlah (Rp) 

1 Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 3.269.000,00 

2 Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 425.722.950,00 

3 Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi 555.000,00 

4 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 304.597.642,00 

5 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 81.639.090,00 

6 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 18.200.000,00 

7 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 169.817.087,00 

8 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 355.498.170,00 

9 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 32.873.437,00 

10 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 27.472.500,00 

11 
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera 
Mata 

232.590.375,00 

12 Beban Natura dan Pakan-Natura 1.101.196.894,00 

13 Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD 239.760.000,00 

14 Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) 329.027.634,00 

15 Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 67.655.610,00 

16 Beban Pakaian KORPRI 31.688.000,00 

17 Beban Pakaian Adat Daerah 79.032.000,00 

18 Beban Pakaian Batik Tradisional 120.417.000,00 

19 Beban Pakaian Olahraga 30.160.000,00 

Total Beban Persediaan 3.651.172.389,00 
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c) Beban Jasa 

Beban jasa Sekretariat DPRD Kota Bontang pada tahun 2022 adalah sebesar                       

Rp16.987.619.904,00 terdiri dari: 

Tabel V. 9 Beban Jasa Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2022 

No Uraian Jumlah (Rp) 

1 Beban Makanan dan Minuman Rapat 1.739.051.500,00 

2 Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 53.212.500,00 

3 Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.598.919.860,00 

4 
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, 

Pembawa Acara, dan Panitia 
57.900.000,00 

5 Beban Jasa Tenaga Administrasi 2.974.500.000,00 

6 Beban Jasa Tenaga Ahli 1.043.499.992,00 

7 Beban Jasa Tenaga Kebersihan 1.834.996.708,00 

8 Beban Jasa Tenaga Keamanan 1.114.428.900,00 

9 Beban Jasa Tenaga Supir 98.400.000,00 

10 Beban Jasa Tata Rias 2.497.500,00 

11 Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 10.944.822,00 

12 Beban Jasa Pelayanan Kearsipan 335.516.584,00 

13 Beban Jasa Penyelenggaraan Acara 33.392.000,00 

14 Beban Jasa Kontribusi Asosiasi 1.000.000,00 

15 Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 62.267.670,00 

16 Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 2.883.371.000,00 

17 Beban Tagihan Air 57.935.255,00 

18 Beban Tagihan Listrik 931.759.185,00 

19 Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 40.899.060,00 

20 Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 374.593.284,00 

21 Beban Registrasi/Keanggotaan 20.000.000,00 

22 Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 41.334.700,00 

23 Beban Medical Check Up 9.200.000,00 

24 Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 142.272.847,00 

25 Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 5.289.600,00 

26 Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 6.612.000,00 

27 Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 26.726.580,00 

28 Beban Sewa Peralatan Studio Audio 59.718.000,00 

29 Beban Sewa Alat Pendukung Pencarian 30.407.895,00 

30 Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 65.306.850,00 

31 Beban Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya 3.607.500,00 

32 
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 

Interior 
74.758.500,00 

33 
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa 
Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 

43.899.612,00 

34 Beban Kursus Singkat/Pelatihan 1.209.400.000,00 

Total Beban Jasa 16.987.619.904,00 
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d) Beban Pemeliharaan 

Beban pemeliharaan Sekretariat DPRD Kota Bontang pada tahun 2022 adalah sebesar          

Rp1.964.959.161,00 terdiri dari: 

Tabel V. 10 Beban Pemeliharaan Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2022 

No Uraian Jumlah (Rp) 

1 
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric 
Generating Set 

63.250.041,00 

2 
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 

Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 
349.729.143,00 

3 
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 
Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 

33.702.930,00 

4 
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 
Kantor-Alat Kantor Lainnya 

7.992.000,00 

5 
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 

Rumah Tangga-Alat Pendingin 
199.094.040,00 

6 
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan 
Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 

28.876.650,00 

7 
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal 

Computer 
39.255.150,00 

8 
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-

Peralatan Komputer Lainnya 
25.194.780,00 

9 
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung 
Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 

1.151.564.127,00 

10 
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik- Jaringan 

Listrik Lainnya 
66.300.300,00 

Total Beban Pemeliharaan 1.964.959.161,00 

e) Beban Perjalanan Dinas 

Beban perjalanan dinas Sekretariat DPRD Kota Bontang pada tahun 2022 adalah sebesar      

Rp13.929.554.065,00 terdiri dari: 

Tabel V. 11 Beban Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2022 

No Uraian Jumlah (Rp) 

1 Beban Perjalanan Dinas Biasa 13.929.554.065,00 

Total Beban Perjalanan Dinas 13.929.554.065,00 

f) Beban Penyusutan dan Amortisasi 

Beban penyusutan dan amortisasi Sekretariat DPRD Kota Bontang pada tahun 2022 adalah 

sebesar Rp6.518.880.260,00 terdiri dari: 
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Tabel V. 12 Beban Penyusutan dan Amortisasi 

Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2022 

No Uraian Jumlah (Rp) 

1 Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya 3.772.604.968,00 

2 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor 2.377.759.930,00 

3 Beban Penyusutan Jalan Kota 231.467.108,00 

4 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud - Software 137.048.200,00 

Total Beban Penyusutan 6.518.880.206,00 

 

5.1.4. Aset 

5.1.4.1.  Aset Lancar 

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika diharapkan segera dapat 

direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak 

tanggal pelaporan. Aset Lancar meliputi kas dan setara kas serta persediaan. Nilai Aset 

Lancar per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.276.874.379,00. Nilai ini merupakan nilai 

persediaan per 31 Desember 2022. 

a. Kas di Bendahara Pengeluaran 

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 adalah nol atau nihil. 

Penyetoran sisa Uang Persediaan tahun anggaran 2022 sebesar Rp549.273.181,00 telah 

disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2022. 

b. Persediaan 

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh 

dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional. Persediaan dicatat sebesar 

biaya perolehan. Setiap akhir periode pelaporan dilakukan inventarisasi fisik yang 

hasilnya digunakan sebagai dasar pengakuan persediaan pada Neraca.  

Saldo Persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2022  

adalah sebesar Rp1.229.490.495,00. Uraian masing-masing jenis persediaan hasil 

inventarisasi fisik persediaan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:  

Tabel V. 13 Persediaan Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2022 
 

No Jenis Persediaan Nilai Persediaan (Rp) 

1 Persediaan Bahan Baku Bangunan 5.390.000,00 

2 Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas 52.931.800,00 

3 Persediaan Alat Tulis Kantor 229.227.861,00 

4 Persediaan Kertas dan Cover 22.683.350,00 

5 Persediaan Benda Pos 1.300.000,00 
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No Jenis Persediaan Nilai Persediaan (Rp) 

6 Persediaan Bahan Komputer 324.142.100,00 

7 Persediaan Perabot Kantor 268.607.600,00 

8 Persediaan Alat Listrik 142.411.852,00 

9 Persediaan Suvernir/Cendera Mata 62.027.385,00 

10 Persediaan Natura 71.928.547,00 

11 Persediaan Bahan Tak Habis Pakai 48.840.000,00 

Total Persediaan 1.229.490.495,00 

5.1.4.2. Aset Tetap 

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari        

12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan operasional atau dimanfaatkan oleh masyarakat 

umum. Nilai aset tetap yang dimiliki Sekretariat DPRD Kota Bontang per 31 Desember 2022 

adalah sebesar Rp96.811.316.377,00 dengan rincian sebagai berikut :  

Tabel V. 14 Aset Tetap Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2022 

No Jenis Aset Tetap Nilai Aset (Rp) 

1 Tanah 0,00 

2 Peralatan dan Mesin 55.361.158.791,00 

3 Gedung dan Bangunan 119.321.171.176,00 

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 2.741.336.141,00 

5 Aset Tetap Lainnya 1.369.746.000,00 

6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 254.729.764,00 

7 Akumulasi Penyusutan (82.236.825.495,00) 

Total Aset Tetap 96.811.316.377,00 

❖ Peralatan dan Mesin  

Saldo aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 naik sebesar 

Rp1.893.371.888,00 dari saldo aset tahun 2021 Rp53.467.786.903,00. Hal ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel V. 15 Saldo Peralatan dan Mesin 

Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2022 

Saldo Awal 1 Januari 2022 53.467.786.903,00 

Mutasi Bertambah 2.345.024.587,00 

- Belanja Modal 

- Reklas dari Belanja Jasa 

- Kapitalisasi Honorarium 

2.321.858.737,00 

11.915.850,00 

11.250.000,00 

Mutasi Kurang -451.652.699,00 

- Mutasi Keluar 

- Reklas ke Persediaan 

- Hibah 

-415.196.252,00 

-23.822.087,00 

-12.634.360,00 
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Saldo Akhir per 31 Desember 2022 55.361.158.791,00 

❖ Gedung dan Bangunan 

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 desember 2022 adalah sebesar 

Rp119.321.171.176,00. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel V. 16 Saldo Gedung dan Bangunan 

Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2022 

Saldo Awal 1 Januari 2022 118.929.178.914,00 

Mutasi Bertambah 691.630.095,00 

- Belanja Modal 

- Reklas dari Belanja Jasa 

280.432.280,00 

411.197.815,00 

Mutasi Kurang -299.637.833,00 

- Ekstrakomtabel 

- Reklas ke Beban Jasa 

-19.205.553,00 

-280.432.280,00 

Saldo Akhir per 31 Desember 2022 119.321.171.176,00 

❖ Jalan, Irigasi dan Jaringan 

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 desember 2022 adalah sebesar 

Rp2.741.336.141,00. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel V. 17 Saldo Jalan, Irigasi da Jaringan  

Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2022 

Saldo Awal 1 Januari 2022 2.741.336.141,00 

Mutasi Bertambah 0,00 

- Nihil 0,00 

Mutasi Kurang -0,00 

- Nihil -0,00 

Saldo Akhir per 31 Desember 2022 2.741.336.141,00 

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 tidak mengalami peningkatan 

dari saldo tahun 2021. Hal ini disebabkan tidak adanya mutasi bertambah maupun 

berkurang terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan.  

❖ Aset Tetap Lainnya     

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam 

kelompok aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi 

dan jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional dan dalam 

kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kota 

Bontang dan tercatat di neraca meliputi buku perpustakaan, Barang Bercorak 

Kesenian/Kebudayaan dan  Hewan Ternak dan Tumbuhan. 

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 desember 2022 adalah sebesar Rp1.369.746.000,00. 
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Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel V. 18 Saldo Aset Tetap Lainnya 

Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2022  

Saldo Awal 1 Januari 2022 1.369.746.000,00 

Mutasi Bertambah 0,00 

- Nihil 0,00 

Mutasi Kurang -0,00 

- Nihil -0,00 

Saldo Akhir per 31 Desember 2022 1.369.746.000,00 

❖ Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 desember 2022 adalah sebesar 

Rp254.729.764,00. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel V. 19 Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2022 

Saldo Awal 1 Januari 2022 254.729.764,00 

Mutasi Bertambah 0,00 

- Reklas Antar KIB (KIB C ke KIB F) 0,00 

Mutasi Kurang -0.00 

- Nihil -0,00 

Saldo Akhir per 31 Desember 2022 254.729.764,00 

❖ Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 

Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Bontang telah menerapkan standar akuntansi 

pemerintahan berbasis akrual yang mengamanatkan penyajian akumulasi penyusutan 

pada Neraca. Saldo akumulasi penyusutan aset tetap sampai dengan 31 Desember 

2022 adalah sebesar Rp82.236.825.495,00 dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel V. 20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 

Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2022 

No 
Kelompok 

Aset Tetap 

Nilai Perolehan s/d 

31 Desember 2022 

Akumulasi 

Penyusutan s/d  
31 Desember 2021 

Beban Penyusutan 

Tahun 2022 

Akumulasi 

Penyusutan s/d  
31 Desember 2022 

Nilai Buku per  

31 Desember 2022 

1 Tanah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
Peralatan dan 

Mesin 
55.361.158.791,00 43.834.745.789,00 3.772.604.968,00 47.607.350.757,00 7.753.808.034,00 

3 
Gedung 

Bangunan 
119.321.171.176,00 30.028.614.462,00 2.377.759.930,00 32.406.374.392,00  86.914.796.784,00 

4 
Jalan,irigasi 

dan jaringan 
2.741.336.141,00 1.991.633.238,00 231.467.108,00 2.223.100.346,00 518.235.795,00 
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5 
Aset Tetap 

Lainnya 
1.369.746.000,00 0,00 0,00 0,00 1.369.746.000,00 

6 

Kontruksi 

dalam 

Pengerjaan 

254.729.764,00 0,00 0,00 0,00 254.729.764,00 

 Jumlah 179.048.141.872,00 75.854.993.489,00 6.381.832.006,00 82.236.825.495,00 96.811.316.377,00 

5.1.4.3. Aset Lainnya 

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, 

investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Saldo Aset Lainnya yang 

dimiliki Sekretariat DPRD Kota Bontang per 31 Desember 2022 sebesar 

Rp468.099.500,00 terdiri dari : 

Tabel V. 21 Jumlah Saldo Aset Lainnya  

Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2022 

No Uraian Aset Lainnya Nilai Aset (Rp) 

1 Aset Tak Berwujud 3.004.263.500,00 

2 Aset Lainnya 830.521.169,00 

3 Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya (3.366.685.169,00) 

 Jumlah Aset Lainnya 468.099.500,00 

a) Aset Tak Berwujud 

Aset tidak berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau 

tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan 

barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan 

intelektual. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah sebesar 

Rp3.004.263.500,00 terdiri dari: 

Tabel V. 22 Saldo Aset Tak Berwujud  

Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2022 
 

No Nama Aset Nilai Aset (Rp) 

1 Software 1.605.891.000,00 

2 Hasil Kajian 1.398.372.500.00 
 

Jumlah 3.004.263.500,00 

Nilai Buku Per 31 Desember 2022 sebesar Rp403.689.500 

b) Aset Lainnya 

Pos aset Lainnya digunakan untuk mencatat aset tetap yang dihentikan dari 

penggunaan aktif, aset yang belum bernilai dan aset yang memerlukan penelusuran 
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lebih lanjut. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif 

direklasifikasi ke dalam aset lain-lain setelah ada usulan penghapusan dari Perangkat 

Daerah. 

Aset Lainnya yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kota Bontang merupakan 

aset tetap yang telah diusulkan untuk penghapusan aset karena kondisi aset tersebut 

rusak berat dan telah dihentikan penggunaannya dari kegiatan operasional.  

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp830.521.169,00 ini 

dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel V. 23 Saldo Aset Lainnya  

Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2022 

Saldo Awal 1 Januari 2022   Rp                  830.521.169,00 

Mutasi Tambah  

- Nihil  Rp    l                             0,00 

 Rp               830.521.169,00 

Saldo Akhir per 31 Desember 2022   Rp               830.521.169,00 

Nilai Buku Per 31 Desember 2022 sebesar Rp64.410.000,00. 

c) Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya 

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sampai dengan 31 Desember 

2022 adalah sebesar Rp3.366.685.169,00 dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel V. 24 Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya 

Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2022 

No 
Uraian Aset 

Lainnya 

Nilai Perolehan 

s/d 31 Desember 

2022 

Akumulasi 

amortisasi s/d 31 

Desember 2021 

Beban 

amortisasi 

periode Tahun 

2022 

Akumulasi 

Amortisasi s/d 31 

Desember 2022 

Nilai Buku per 

31 Desember 

2022 

1 
 

Software/Aset 

lainnya 

- Software 

- Hasil Kajian 
 

3.004.263.500,00 

 

1.605.891.000,00 

1.398.372.500,00 

2.463.525.800,00 

 

1.065.153.300,00 

1.398.372.500,00 

137.048.200,00 

 

137.048.200,00 

0,00 

2.600.574.000,00 

 

1.202.201.500,00 

1.398.372.500,00 

403.689.500,00 

 

403.689.500,00 

0,00 

2 

Barang Dalam 

Usulan 

Penghapusan 

830.512.169,00 766.111.169,00 0,00 766.111.169,00 64.410.000,00 

Jumlah 3.834.784.669,00 3.229.636.969,00 137.048.200,00 3.366.685.169,00 468.099.500,00 

 

 



 

 

  

 

Sekretariat DPRD Kota Bontang  /  Laporan Keuangan Tahun 2022  37 

 

5.1.5. Kewajiban 

5.1.5.1. Kewajiban Jangka Pendek 

a.  Utang Belanja 

Utang Belanja pada Sekretariat DPRD Kota Bontang per 31 Desember 

2022 adalah sebesar Rp271.047.853. Nilai ini merupakan besaran tunjangan 

kinerja tidak tetap PNS dan Uang Makan untuk bulan Desember 2022 yang 

pembayarannya akan dilaksanakan pada bulan berikutnya sesuai ketentuan 

pasal 28 ayat (2) Peraturan Walikota Bontang Nomor 16 Tahun 2015 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bontang     

Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Pemerintah Kota Bontang. 

Dengan Rincian Utang Belanja: 

Tabel V. 25 Utang Belanja 
Sekretariat DPRD Kota Bontang 

Tahun Anggaran 2022 
  

Tunjangan Kinerja Rp          271.047.853,00 

Jumlah Rp        271.047.853,00 

  

b. Kewajiban Jangka Panjang 

Kewajiban Jangka Panjang Sekretariat DPRD Kota Bontang per 31 

Desember 2022, tidak ada atau nihil. 

5.1.6. Ekuitas 

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kota Bontang yang merupakan selisih antara 

aset dan kewajiban Pemerintah Kota Bontang. Nilai Ekuitas Sekretariat DPRD Kota Bontang per 

31 Desember 2022 adalah sebesar Rp98.508.906.372,00. 

Ekuitas 

RK PPKD 

Rp         35.029.986.812,00 

Rp         63.207.871.707,00 

 

Jumlah Kewajiban Rp              271.047.853,00 + 

Jumlah Ekuitas Rp      98.508.906.372,00 
 

Perubahan ekuitas tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut: 
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Tabel V. 26 Ekuitas Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2022 

1 Ekuitas Awal (ekuitas akhir 2021) Rp      102.118.860.118,00 

2 dikurangi :  

 - 
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 

Desember 2022 
Rp       82.236.825.495,00 

 - 
Amortisasi Aset Tak Berwujud sampai dengan 31 

Desember 2022 
Rp         2.600.574.000,00 

3 Ekuitas Awal 1 Januari 2022 Rp 102.118.860.118,00 

 - Defisit LO Rp     (67.088.873.306,00) 

 - 
Dampak Kumulatif perubahan kebijakan /kesalahan 

mendasar 
Rp       63.207.871.707,00 

4 Ekuitas Akhir 31 Desember 2022 Rp   98.237.858.519,00 

 

5.2. Pengungkapan Atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan Dengan 

Penerapan Basis Akrual Atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya Dengan 

Penerapan Basis Kas 

Sekretariat DPRD Kota Bontang sebagai entitas akuntansi menerapkan basis akrual 

sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Untuk menyusun Neraca 

Sekretariat DPRD Kota Bontang, harus membuat jurnal untuk melakukan rekonsiliasi atas 

belanja yang terealisasi selama tahun 2022, antara lain: 

Tabel V. 27 Jurnal Penutup, Persediaan dan Belanja Modal/Pengadaan Aset 

Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2022 

1. Jurnal Penutup untuk Pendapatan dan Belanja Pada tanggal 31 Desember 2022 

Nama Akun Debet Kredit 

Pendapatan Rp    l                              -     

Surplus/Defisit-LRA Rp         63.207.871.707,00  

Belanja  Rp        63.207.871.707,00 

 

2. Persediaan Pada tanggal 31 Desember 2022 

Nama Akun Debet Kredit 

Persediaan Alat Tulis Kantor Rp                 5.390.000,00 

 

Persediaan Bahan Baku Bangunan Rp               52.931.800,00 

 

Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas Rp    k        229.227.861,00  

Persediaan Alat Tulis Kantor Rp               22.683.350,00  

Persediaan Kertas dan Cover Rp                 1.300.000,00  
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Persediaan Benda Pos Rp             324.142.100,00  

Persediaan Bahan Komputer Rp             268.607.600,00  

Persediaan Perabot Kantor Rp             142.411.852,00  

Persediaan Alat Listrik Rp               62.027.385,00  

Persediaan Suvernir/Cendera Mata Rp               71.928.547,00  

Persediaan Natura Rp               48.840.000,00  

Persediaan Bahan Tak Habis Pakai Rp                 5.390.000,00  

Ekuitas 

 

 Rp         1.229.490.495,00 

 

3. Belanja Modal/Pengadaan Aset  Pada saat terjadi Pengadaan Belanja Modal: 

Nama Akun Debet Kredit 

Belanja Modal  Rp           2.602.291.017,00  

RK PPKD   Rp         2.602.291.017,00 

 

 Pada saat dicatat sebagai Aset: 

Nama Akun Debet Kredit 

Aset Tetap  Rp           2.602.291.017,00  

Ekuitas   Rp         2.602.291.017,00 
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BAB VI 

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN 
 

 

6.1. Domisili Entitas  

Sekretariat DPRD Kota Bontang beralamatkan di Jalan Bessai Berinta Kelurahan Bontang 

Lestari, Kota Bontang dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah.  

6.2. Sifat Operasi 

Dasar Pembentukan Sekretariat DPRD Kota Bontang adalah Peraturan Daerah Kota 

Bontang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD 

sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang. 

Sebagaimana tugas dan fungsi Sekretariat DPRD kota Bontang dalam rangka 

memberikan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD kota Bontang sesuai dengan 

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kota Bontang dan Peraturan Walikota Bontang Nomor 44 Tahun 2018 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. 

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberi dukungan 

terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan 

administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, 

serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam 

melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. 

6.3. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bontang 

Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya Sekretariat DPRD Kota Bontang dipimpin oleh 

seorang Sekretaris di bantu oleh 3 (tiga) kepala bagian dan 6 (enam) kepala sub bagian, 

dengan uraian sebagai berikut : 

1)  Sekretaris DPRD. 

2)  Kepala Bagian Umum dan Keuangan. 

a)  Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

b)  Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan. 

3)  Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan. 
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a)  Kepala Sub Bagian Kajian Perundang-undangan. 

b)  Kepala Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi. 

4) Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan. 

a)  Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran. 

b)  Kepala Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan. 

Bagian-bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. Sub bagian 

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. 

Secara lengkap bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota 

Bontang dapat dilihat dalam gambar berikut ini: 

 

Gambar 1.1 

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bontang 
(Peraturan Wali Kota Bontang Nomor Nomor 44 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi, serta Tata Sekretariat DPRD Kota Bontang) 
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